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MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48/M-DAG/PER/8/2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR TELEPON
SELULER, KOMPUTER GENGGAM (HANDHELD), DAN KOMPUTER TABLET

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa dalam upaya untuk meningkatkan investasi dan
menumbuhkembangkan industri telepon seluler,
komputer genggam (handheld), dan komputer tablet di
dalam negeri, perlu melakukan perubahan terhadap
beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan
Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld),
dan Komputer Tablet sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
38/M-DAG/PER/8/2013;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor
Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan
Komputer Tablet;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);
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Undang-Undang Nomor S Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3806);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor Nomor 5512);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta
Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke
dan Dari serta Berada di Kawasan yang Telah
Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5277);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 8P Tahun 2014,

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014,

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa
Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang
Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
30/M-DAG/PER/7/2007;
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Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk
Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi
Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk
Telematika dan Elektronika;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
54 /M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Impor;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
57/M-DAG/PER/8/2012;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka
Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan  Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
108/M-IND/PER/11/2012 tentang Pendaftaran Produk
Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan
Komputer Tablet;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor
Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan
Komputer  Tablet sebagaimana telah  diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
38/M-DAG/PER/8/2013;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban
Pencantuman Label Pada Barang sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
10/M-DAG/PER/1/2014;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2012
TENTANG KETENTUAN IMPOR TELEPON SELULER,
KOMPUTER GENGGAM (HANDHELD), DAN KOMPUTER
TABLET.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor
Telepon  Seluler, Komputer Genggam  (Handheld),
dan Komputer Tablet sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
38/M-DAG/PER/8/2013 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10

Setiap impor Telepon Seluler, Komputer Genggam
(Handheld), dan Komputer Tablet oleh IT Telepon
Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer
Tablet hanya dapat dilakukan melalui:

a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di
Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak
di Surabaya, dan Soekarno-Hatta di Makassar;

b. pelabuhan wudara: Kualanamu di Deli Serdang,
Soekarno-Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di
Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hasanuddin di
Makassar.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga Pasal 11
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pemasukan Telepon Seluler, Komputer Genggam
(Handheld), dan Komputer Tablet untuk kebutuhan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas diatur sesuai ketentuan  peraturan
perundang-undangan mengenai Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan tetap
mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2.

(2) Setiap pengeluaran Telepon Seluler, Komputer
Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet asal
impor dari Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas ke tempat lain dalam Daerah
Pabean berlaku ketentuan Peraturan Menteri ini.

3. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan
Komputer Tablet yang diproduksi di Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang
dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean
dikecualikan dari ketentuan:
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a. penetapan sebagai IT Telepon Seluler, Komputer
Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);

b. PI  Telepon  Seluler, Komputer Genggam
(Handheld), dan Komputer Tablet sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan

c. Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

(2) Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan
Komputer Tablet yang diproduksi di Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat
dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. telah memenuhi kriteria sebagai produk dalam
negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. telah memenuhi standar teknis sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. harus dilengkapi dengan dokumen:

1. Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Produksi dari
Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis
Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian;

2. fotokopi Sertifikat Alat dan Perangkat
Telekomunikasi yang masih berlaku yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan Informatika,
Kementerian Komunikasi dan Informatika;

3. fotokopi Surat Keterangan Pencantuman Label
Bahasa Indonesia (SKPLBI) Telepon Seluler,
Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer
Tablet; dan

4. dokumen lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2014

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya Ttd.
Sekretariat Jenderal

MUHAMMAD LUTFI




